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P U T U S A N 

Nomor 2/Pid.S/2021/PN Unh 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan 

acara pemeriksaan singkat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan 

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : 

1. Nama lengkap  : Imanuddin, S. Pd Bin H. Suparman; 

2. Tempat lahir  : Mawa; 

3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/12 Juli 1978; 

4. Jenis kelamin  : Laki-laki; 

5. Kebangsaan  : Indonesia; 

6. Tempat tinggal  : Desa Matalangara, Kec. Wawonii Barat,  

  Kab. Konawe Kepulauan; 

7. Agama   : Islam; 

8. Pekerjaan  : Anggota DPRD Kab. Konawe Kepulauan; 

Terdakwa tidak ditahan; 

Terdakwa menghadap sendiri;    

Pengadilan Negeri tersebut; 

Setelah membaca:   

- Penetapan  Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 2/Pid.S/2021/PN Unh 

tanggal 15 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim; 

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.S/2021/PN Unh tanggal 15 Januari 

2021 tentang penetapan hari sidang; 

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; 

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta 

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; 

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh 

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Menyatakan Terdakwa  IMANUDDIN, S. Pd Bin H. SUPARMAN terbukti 

secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “Dengan sengaja 

melakukan kampanye berupa pengahsutan, memfitnah, mengadu domba 

partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat” sebagaimana 

dalam dakwaan Pasal 187 Ayat (2) Jo Pasal 69 Huruf C UU No. 10 tahun 

2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 

tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Nomor 1 tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 

Menjadi Undang-Undang; 

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 

(lima) Bulan dengan perintah terdakwa ditahan; 

3. Menetapkan barang bukti berupa :  

- 1 (satu) buah Handphone dengan merk atau jenis OPPO berwarna 

hitam tipe CPH2015 dengan No. Imei 1 : 868488046435077 No. Imei 

2 : 868488046435069; 

Dikembalikan kepada saksi Marno; 

4.   Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar  Rp. 

5.000,- (lima ribu rupiah); 

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya 

sebagai berikut:  

1. Bahwa Terdakwa menyampaikan orasi tersebut untuk memberikan 

pencerahan kepada peserta kampanye; 

2. Bahwa kalimat yang dikatakan Terdakwa dalam orasinya merupakan 

opini atau pendapat sepihak Terdakwa sebagai anggota DPRD 

Konawe Kepulauan; 

3. Bahwa Terdakwa tidak bertujuan untuk menghasut atau memfitnah 

dan Terdakwa tidak menyebut nama orang perorang dalam orasinya; 

4. Bahwa orasi Terdakwa di dalam video tidak utuh atau tidak 

sepenuhnya ditampilkan; 

5. Bahwa Terdakwa meminta diringankan dari semua tuntutan hukum 

serta memulihkan hak-hak sebagai Terdakwa dalam kemampuan, 

kedudukan, dan harkat serta martabat; 

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota 

pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya; 

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan 

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya; 

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut 

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  

Bahwa Terdakwa IMANUDDIN S. Pd Bin H. SUPARMAN, pada hari 

Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 15.00 Wita atau setidak-

tidaknya pada waktu lain dalam bulan  November Tahun 2020 bertempat di 

Desa Sinar Mosolo, Kec. Wawonii Tenggara, Kab. Konawe Kepulauan atau 

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah 

hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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perkaranya “Dengan sengaja melakukan kampanye berupa penghasutan, 

memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau 

kelompok masyarakat”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai 

berikut : 

- Bahwa Terdakwa yang merupakan simpatisan dari paslon nomor urut 1 

yakni Saudara Ir. AMrullah. M.T melakukan kampanye di Desa Sinar 

Mosolo, Kec. Wawonii Tenggara, Kab. Konawe Kepulauan yang paada 

saat itu Terdakwa dalam orasinya meyampaikan bahwa “membangun 

sebuah kesepakatan, membangun sebuah program, menentukan sebuah 

pagu, tentunya di pemerintah ada yang namanya tim TAPD, TIM TAPD 

itu diwakili oleh BAPPEDA, tetapi bukan BAPPEDA hari ini, tetapi itu 

adalah BAPPEDA yang tiga tahun yang lalu, kenapa saya harus mulai 

dari situ, WAWONII ini kita harus WTP sejak tahun kedua sampai tahun 

ketiga, tetapi ternyata begitu kita berkomunikasi antara pemerintah 

dengan DPR yang  yang waktu itu diwakili oelh ketua BAPPEDA, 

kemudian DPR memberikan sebuah pertanyaan terhadap semua 

program-program yang disampaikan kepada DPR dan alhasil 

Alhamdulillah tidak mampu dijawab oleh BAPPEDA yang hari ini mohon 

maaf, jadi juga calon hari ini, apakah kita punya pertanyaan, ternyata 

pertanyaan mereka tidak bsa dijawab, ada penyembunyian anggaran 

kurang lebih 31 Milyar yang tu ada di pagu BAPPEDA saat itu”. 

- Bahwa perkataan Terdakwa dalam orasi tersebut merupakan bentuk 

perbuatan menyebarkan perkaatan bohong/tidak berdasarkan 

kebenaran. 

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa , paslon nomor urut 2 merasa 

dirugikan dengan apa yang disampaikan Terdakwa pada saat berorasi di 

depan masyarakat. 

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana 

dalam Pasal 187 Ayat (2) Jo Pasal 69 Huruf C UU No. 10 tahun 2016 tentang 

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang 

Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 

2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-

Undang; 

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak 

mengajukan keberatan; 

 Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum 

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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1. Saksi Ahmad Hardito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan 

sebagai berikut: 

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan orasi politik 

yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kampanye paslon nomor urut 1 yang 

mana dalam orasi politik tersebut memfitnah salah satu pasangan calon ; 

- Bahwa Terdakwa melakukan orasi politik dalam kampanye paslon nomor urut 

1 yang berisi fitnah terhadap salah satu pasangan calon pada hari Selasa 

tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di Desa Sinar Mosolo 

Kecamatan Wawoniii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan; 

- Bahwa yang difitnah oleh Terdakwa dalam orasi politik yang disampaikan 

saat kampanye paslon nomor urut 1 yaitu calon Bupati Konawe Kepulauan 

dari nomor urut 2 atas nama Ir. ABDUL HALIM, M.Si; 

- Bahwa saksi kenal dengan Ir. ABDUL HALIM, M.Si., karena saksi merupakan  

simpatisan dari paslon tersebut sedangkan dengan Terdakwa, saksi juga 

mengenalnya sebatas kenal biasa saja tetapi antara saksi dengan mereka 

berdua tidak mempunyai hubungan keluarga; 

- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan langsung pada saat Terdakwa 

melakukan orasi politik dalam kampanye paslon nomor urut 1 di Desa Sinar 

Mosolo Kecamatan Wawoniii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan dan 

jarak saksi dengan tempat orasi tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter;  

- Bahwa kalimat yang saksi dengar dan diucapkan oleh Terdakwa dalam orasi 

politiknya pada kampanye paslon nomor urut 1 saat itu sebagian narasinya 

berbunyi sebagai berikut “membangun sebuah kesepakatan, membangun 

sebuah program, menentukan sebuah pagu, tentunya di pemerintah ada 

yang namanya Tim TAPD, Tim TAPD itu diwakili oleh BAPPEDA, tetapi 

bukan BAPPEDA hari ini, tetapi itu adalah BAPPEDA yang tiga tahun yang 

lalu, kenapa saya harus mulai dari situ, Wawoniii ini kita harus WTP sejak 

tahun kedua sampai tahun ketiga, tetapi ternyata begitu kita berkomunikasi 

antara pemerintah dengan DPR yang waktu itu diwakili oleh Ketua 

BAPPEDA, kemudian DPR memberikan sebuah pertanyaan terhadap semua 

program-program yang disampaikan kepada DPR dan alhasil alhamdulillah 

tidak mampu dijawab oleh BAPPEDA yang hari ini mohon maaf, jadi juga 

calon di hari ini, apa kita punya pertanyaan, ternyata pertanyaan yang 

mereka tidak bisa jawab, ada penyembunyian anggaran kurang lebih 31 

milyar yang itu ada di pagu BAPPEDA saat itu” sesuai dengan rekaman video 

yang berada di handphone milik Saksi Marno tersebut; 
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- Bahwa saksi dapat mengatakan kalau yang difitnah oleh Terdakwa pada saat 

orasi politik yang disampaikan pada saat kampanye paslon nomor urut 1 

tersebut adalah Ir. ABDUL HALIM, M.Si., karena setahu saksi dari keempat 

pasangan calon Bupati Konawe Kepulauan tersebut yang pernah menjabat 

sebagai Kepala BAPPEDA Kabupaten Konawe Kepulauan yaitu Ir. ABDUL 

HALIM, M.Si.yang saat ini merupakan calon Bupati Konawe Kepulauan 

nomor urut 2; 

- Bahwa setahu saksi Ir. ABDUL HALIM, M.Si., menjabat sebagai Kepala 

BAPPEDA Kabupaten Konawe Kepulauan yaitu tahun 2017; 

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui apakah ada orang yang 

merekam dalam bentuk video saat orasi politik yang disampaikan oleh 

Terdakwa tetapi setelah kampanye tersebut, Saksi Adam Dasrun datang ke 

rumah saksi dan memperlihatkan video orasi politik yang disampaikan oleh 

Terdakwa yang sama persis dengan orasi politik yang saksi lihat dan dengar 

langsung yang mana video rekaman orasi politik yang disampaikan oleh 

Terdakwa tersebut berasal dari Saksi Marno yang merupakan Petugas 

Pemilihan Kelurahan dan Desa (PKD) dan rekaman tersebut sama persis 

dengan apa yang saksi lihat; 

- Bahwa Saksi Adam Dasrun dapat memperoleh rekaman video orasi politik 

yang disampaikan oleh Terdakwa dalam kampanye paslon nomor urut 1 di 

Desa Mosolo Kecamatan Wawoniii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan 

dari handphone milik Saksi Marno dengan menggunakan aplikasi SHAREit.   

- Bahwa setelah Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu ) 

buah Handphone dengan merk atau jenis OPPO berwarna hitam tipe 

CPH2015 dengan No. Imei 1: 868488046435077, No. Imei 2: 

868488046435069 saksi dapat mengenali barang bukti tersebut sebagai 

handphone milik Saksi Marno yang diperlihatkan kepada saksi pada saat 

dimintai keterangan oleh Penyidik; 

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa  memberikan pendapat bahwa 

keterangan saksi benar; 

2. Saksi Adam Dasrun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai 

berikut: 

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan orasi politik 

yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kampanye paslon nomor urut 1 yang 

mana dalam orasi politik tersebut memfitnah salah satu pasangan calon pada 

hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di Desa 

Sinar Mosolo Kecamatan Wawoniii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan; 
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- Bahwa yang difitnah oleh Terdakwa dalam orasi politik yang disampaikan 

saat kampanye paslon nomor urut 1 yaitu calon Bupati Konawe Kepulauan 

dari nomor urut 2 atas nama Ir. ABDUL HALIM, M.Si; 

- Bahwa saksi kenal dengan Ir. ABDUL HALIM, M.Si., karena saksi merupakan  

simpatisan dari paslon tersebut sedangkan dengan Terdakwa, saksi juga 

mengenalnya sebatas kenal biasa saja tetapi antara saksi dengan mereka 

berdua tidak mempunyai hubungan keluarga; 

- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan langsung pada saat Terdakwa 

melakukan orasi politik dalam kampanye paslon nomor urut 1 di Desa Sinar 

Mosolo Kecamatan Wawoniii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan dan 

jarak saksi dengan tempat orasi tersebut sekitar 3 (tiga) meter dari tenda 

tempat Terdakwa menyampaikan orasi politiknya; 

- Bahwa kalimat yang saksi dengar dan diucapkan oleh Terdakwa dalam orasi 

politiknya pada kampanye paslon nomor urut 1 saat itu sebagian narasinya 

berbunyi sebagai berikut “membangun sebuah kesepakatan, membangun 

sebuah program, menentukan sebuah pagu, tentunya di pemerintah ada 

yang namanya Tim TAPD, Tim TAPD itu diwakili oleh BAPPEDA, tetapi 

bukan BAPPEDA hari ini, tetapi itu adalah BAPPEDA yang tiga tahun yang 

lalu, kenapa saya harus mulai dari situ, Wawoniii ini kita harus WTP sejak 

tahun kedua sampai tahun ketiga, tetapi ternyata begitu kita berkomunikasi 

antara pemerintah dengan DPR yang waktu itu diwakili oleh Ketua 

BAPPEDA, kemudian DPR memberikan sebuah pertanyaan terhadap semua 

program-program yang disampaikan kepada DPR dan alhasil alhamdulillah 

tidak mampu dijawab oleh BAPPEDA yang hari ini mohon maaf, jadi juga 

calon di hari ini, apa kita punya pertanyaan, ternyata pertanyaan yang 

mereka tidak bisa jawab, ada penyembunyian anggaran kurang lebih 31 

milyar yang itu ada di pagu BAPPEDA saat itu” sesuai dengan rekaman video 

yang berada di handphone milik Saksi Marno tersebut; 

- Bahwa saksi dapat mengatakan kalau yang difitnah oleh Terdakwa pada saat 

orasi politik yang disampaikan pada saat kampanye paslon nomor urut 1 

tersebut adalah Ir. ABDUL HALIM, M.Si., karena setahu saksi dari keempat 

pasangan calon Bupati Konawe Kepulauan tersebut yang pernah menjabat 

sebagai Kepala BAPPEDA Kabupaten Konawe Kepulauan yaitu Ir. ABDUL 

HALIM, M.Si.yang saat ini merupakan calon Bupati Konawe Kepulauan 

nomor urut 2; 

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui apakah ada orang yang 

merekam dalam bentuk video saat orasi politik yang disampaikan oleh 

Disclaimer
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Terdakwa tetapi setelah kegiatan kampanye tersebut, saksi bersama dengan 

teman saksi yang bernama Saksi Iskandar pergi ke rumah Saksi Ahmad 

Hardito dan pada waktu itu kami membahas orasi politik yang disampaikan 

Terdakwa pada saat kampanye lalu pada saat itu saksi bertanya kepada 

mereka “Apakah ada yang memvideokan orasi politik yang disampaikan oleh 

IMANUDDIN tersebut” dan tiba-tiba Saksi Marno lewat di dekat rumah Saksi 

Ahmad Hardito dan kami pun bertanya kepada Saksi Marno perihal rekaman 

video orasi politik yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut dan pada waktu 

itu Saksi Marno mengatakan ada rekaman yang disimpannya di dalam 

handphonenya dan menurut Saksi Marno itu adalah rekaman video yang 

diambilnya secara langsung dengan menggunakan handphone miliknya jen is 

OPPO warna hitam; 

- Bahwa saksi memperolehnya dari Saksi Marno sendiri yang mengirimnya ke 

handpohe saksi dengan menggunakan aplikasi SHAREit; 

- Bahwa setelah Penuntut Umum memperlihatkan barang  bukti berupa 1 

(satu) buah Handphone dengan merk atau jenis OPPO berwarna hitam tipe 

CPH2015 dengan No. Imei 1 : 868488046435077 No. Imei 2 : 

868488046435069 saksi dapat mengenali barang bukti tersebut sebagai 

handphone milik Saksi Marno yang diperlihatkan kepada saksi pada saat 

dimintai keterangan oleh Penyidik; 

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa  memberikan pendapat bahwa 

keterangan saksi benar; 

3. Saksi Iskandar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai 

berikut: 

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan 

Terdakwa melakukan kampanye yang memfitnah perseorangan; 

- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan kampanye yang 

memfitnah perseorangan tersebut pada hari Selasa tanggal 10 November 

2020 sekitar pukul 15.00 WITA di Desa Sinar Mosolo Kecamatan Wawoniii 

Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan yaitu ketika Terdakwa melakukan 

orasi politik kampanye paslon nomor urut 1 (beramal); 

- Bahwa  pada saat Terdakwa sedang melakukan orasi politiknya yang berisi 

fitnah terhadap perseorangan, saksi berada di luar tenda sedang duduk di 

teras rumah Saudara Kalianga di Desa sinar Mosolo Kecamatan Wawoniii 

Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan yang berjarak kurang lebih 30 (tiga 

puluh) meter dari tempat Terdakwa melakukan orasi dan pada waktu itu saksi 

dapat mendengar secara langsung dan jelas setiap ucapan yang dikeluarkan  
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oleh Terdakwa karena sound system yang digunakan suaranya lantang dan 

jelas; 

- Bahwa yang difitnah oleh Terdakwa dalam orasi politik yang disampaikan 

saat kampanye paslon nomor urut 1 yaitu calon Bupati Konawe Kepulauan 

dari nomor urut 2 atas nama Ir. ABDUL HALIM, M.Si; 

- Bahwa kalimat yang saksi dengar dan diucapkan oleh Terdakwa dalam orasi 

politiknya pada kampanye paslon nomor urut 1 saat itu sebagian narasinya 

berbunyi sebagai berikut “membangun sebuah kesepakatan, membangun 

sebuah program, menentukan sebuah pagu, tentunya di pemerintah ada 

yang namanya Tim TAPD, Tim TAPD itu diwakili oleh BAPPEDA, tetapi 

bukan BAPPEDA hari ini, tetapi itu adalah BAPPEDA yang tiga tahun yang 

lalu, kenapa saya harus mulai dari situ, Wawoniii ini kita harus WTP sejak 

tahun kedua sampai tahun ketiga, tetapi ternyata begitu kita berkomunikasi 

antara pemerintah dengan DPR yang waktu itu diwakili oleh Ketua 

BAPPEDA, kemudian DPR memberikan sebuah pertanyaan terhadap semua 

program-program yang disampaikan kepada DPRD dan alhasil alhamduli llah  

tidak mampu dijawab oleh BAPPEDA yang hari ini mohon maaf, jadi juga 

calon di hari ini, apa kita punya pertanyaan, ternyata pertanyaan yang 

mereka tidak bisa jawab, ada penyembunyian anggaran kurang lebih 

Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu milyar rupiah) yang itu ada di pagu 

anggaran BAPPEDA saat itu”; 

- Bahwa saksi dapat mengatakan kalau yang difitnah oleh Terdakwa pada saat 

orasi politik yang disampaikan pada saat kampanye paslon nomor urut 1 

tersebut adalah Ir. ABDUL HALIM, M.Si., karena setahu saksi dari keempat 

pasangan calon Bupati Konawe Kepulauan tersebut yang pernah menjabat 

sebagai Kepala BAPPEDA Kabupaten Konawe Kepulauan  di tahun 2017 

yaitu Ir. ABDUL HALIM, M.Si.yang saat ini merupakan calon Bupati Konawe 

Kepulauan nomor urut 2; 

- Bahwa ada yang mengabadikan dalam bentuk rekaman video yaitu Saksi 

Marno yang merupakan Petugas Pemilihan Kelurahan dan Desa (PKD) dan 

saksi mengetahuinya ketika Saksi Marno memperlihatkannya kepada saksi 

video tersebut di rumah Saksi Ahmad Hardito pada malam hari setelah 

kegiatan kampanye paslon nomor urut 1 selesai dilaksanakan bersama 

dengan Saksi Adam Dasrun serta Saksi Ahmad Hardito; 

- Bahwa setelah Penuntut Umum memperlihatkan barang  bukti berupa 1 

(satu) buah Handphone dengan merk atau jenis OPPO berwarna hitam tipe 

CPH2015 dengan No. Imei 1: 868488046435077 No. Imei 2: 
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868488046435069 saksi dapat mengenali barang bukti tersebut sebagai 

handphone milik Saksi Marno yang diperlihatkan kepada saksi pada saat 

dimintai keterangan oleh Penyidik; 

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa  memberikan pendapat bahwa 

keterangan saksi benar; 

4. Saksi Marno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah 

merekam langsung dalam bentuk video rekaman orasi yang disampaikan 

oleh Terdakwa saat kampanye paslon nomor urut 1 di Desa Sinar Mosolo 

Kecamatan Wawoniii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan; 

- Bahwa saksi merekam dan memvideokan orasi Terdakwa dalam kampanye 

paslon nomor urut 1 di Desa Sinar Mosolo Kecamatan Wawoniii Tenggara 

Kabupaten Konawe Kepulauan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 

sekitar pukul 15.00 WITA di Desa Sinar Mosolo Kecamatan Wawoniii 

Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan dengan menggunakan HP merek 

OPPO warna hitam milik saksi nomor Imei 1 : 868488046435077, Imei 2 : 

868488046435069; 

- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa ketika saksi merekam dan 

memvideokan orasi yang disampaikan oleh Terdakwa saat kampanye paslon  

nomor urut 1 yaitu sekitar 10 (sepuluh) meter dan pada waktu itu posisi saksi 

berada di dalam tenda tempat Terdakwa menyampaikan orasinya; 

- Bahwa saksi melakukan perekaman video orasi politik yang disampaikan oleh 

Terdakwa saat kampanye paslon nomor urut 1 saat itu karena salah satu 

tugas saksi sebagai Pengawas Pemilihan Kelurahan dan Desa (PKD) di 

Bawaslu adalah mendokumentasikan kegiatan kampanye dari selu ruh calon 

pasangan Bupati Konawe Kepulauan yang dilaksanakan di Desa Mosolo 

Kecamatan Wawoniii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan; 

- Bahwa saksi melaporkan hasil kegiatan kampanye paslon nomor urut 1 

kepada Bawaslu sehari setelah kegiatan kampanye tersebut diadakan namun 

laporan yang saksi sampaikan atau serahkan tidak dalam bentuk video 

melainkan dalam bentuk tertulis; 

- Bahwa setahu saksi Ketua BAPPEDA Kabupaten Konawe Kepulauan di tiga 

tahun yang lalu atau tahun 2017 yaitu Ir. ABDUL HALIM, M.Si., yang saat ini 

merupakan Calon Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan nomor urut 2; 

- Bahwa saksi tidak pernah mengirimkan atau membagi rekaman video orasi 

politik yang disampaikan oleh Terdakwa saat kampanye paslon nomor urut 1 

saat itu kepada orang lain namun handphone yang saksi pakai untuk 
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merekam video orasi politik yang disampaikan oleh Terdakwa pernah saksi 

berikan kepada Saksi Adam Dasrun yang hendak melihat video tersebut 

beberapa saat setelah kampanye paslon nomor urut 1 di Desa Mosolo Indah 

Kecamatan Wawoniii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan tersebut 

selesai dilaksanakan; 

- Bahwa setelah Penuntut Umum memperlihatkan barang  bukti berupa 1 

(satu) buah Handphone dengan merk atau jenis OPPO berwarna hitam tipe 

CPH2015 dengan No. Imei 1 : 868488046435077 No. Imei 2 : 

868488046435069 dan memperlihatkan rekaman video orasi politik yang 

dilakukan oleh Terdakwa pada saat kampanye paslon nomor urut 1 di Desa 

Mosolo Indah Kecamatan Wawoniii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan 

saksi dapat mengenali barang bukti tersebut sebagai handphone milik saksi 

yang saksi gunakan untuk merekam video orasi politik yang dilakukan oleh 

Terdakwa pada saat kampanye paslon nomor urut 1 di Desa Mosolo Indah 

Kecamatan Wawoniii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan pada hari 

Rabu tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 15.00 WITA; 

- Bahwa saksi sadar sepenuhnya pada saat melakukan perekaman video orasi 

politik yang saksi lakukan pada kampanye paslon nomor urut 1 di Desa 

Mosolo Indah Kecamatan Wawoniii Tenggara Kabupaten Konawe saat itu; 

- Bahwa saksi diperintah oleh Ketua Panwascam untuk melakukan perekaman  

video atau mencatat kegiatan kampanye paslon yang dilaksanakan di Desa 

Mosolo Indah Kecamatan Wawoniii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan 

saat itu; 

- Bahwa hasil rekaman video atau catatan kegiatan kampanye yang 

dilaksanakan oleh paslon Bupati Konawe Kepulauan pada saat itu tidak 

diizinkan oleh Bawaslu untuk dipublikasikan kepada pihak lain dan harus 

saksi laporkan kepada Bawaslu dalam bentuk laporan tertu lis; 

- Bahwa saksi dalam keadaan sadar pada waktu menyerahkan handphone 

milik saksi kepada Saksi Adam Dasrun yang berisi rekaman video orasi politik 

yang Terdakwa lakukan untuk paslon nomor urut 1 di Desa Mosolo 

Kecamatan Wawoniii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan namun saksi  

tidak tahu kalau Saksi Adam Dasrun sudah mengirim video tersebut ke 

handphone lain karena Saksi Dasrun meminjam handphone saksi saat itu 

hanya untuk melihat video orasi politik tersebut; 

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa  memberikan pendapat bahwa 

keterangan saksi benar;  
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5. Saksi Ir. Abdul Halim, M.Si dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan 

sebagai berikut: 

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan orasi politik yang 

dilakukan oleh Terdakwa dalam kampanye paslon nomor urut 1 di Desa Sinar 

Mosolo Kecamatan Wawoniii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan yang 

mana dalam orasi politik tersebut memfitnah saksi selaku mantan Kepala 

BAPPEDA Kabupaten Konawe Kepulauan dan saat ini saksi juga sebagai 

calon Bupati Konawe Kepulauan nomor urut 2; 

- Bahwa saksi mengetahuinya dari simpatisan saksi yang berdomisili di Desa 

Mosolo atas nama Saksi Ahmad Hardito yang memberitahukan kepada saksi 

serta memperlihatkan video rekaman orasi politik yang disampaikan oleh 

Terdakwa tersebut; 

- Bahwa  kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa dalam orasi politiknya sesuai 

video rekaman yang diperlihatkan Saksi Ahmad Hardito yang sebagian 

narasinya berbunyi sebagai berikut “membangun sebuah kesepakatan, 

membangun sebuah program, menentukan sebuah pagu, tentunya di 

pemerintah ada yang namanya Tim TAPD, Tim TAPD itu diwakili oleh 

BAPPEDA, tetapi bukan BAPPEDA hari ini, tetapi itu adalah BAPPEDA yang 

tiga tahun yang lalu, kenapa saya harus mulai dari situ, Wawoniii ini kita 

harus WTP sejak tahun kedua sampai tahun ketiga, tetapi ternyata begitu kita 

berkomunikasi antara pemerintah dengan DPR yang waktu itu diwakili oleh 

Ketua BAPPEDA, kemudian DPR memberikan sebuah pertanyaan terhadap 

semua program-program yang disampaikan kepada DPRD dan alhasil 

alhamdulillah tidak mampu dijawab oleh BAPPEDA yang hari ini mohon maaf, 

jadi juga calon di hari ini, apa kita punya pertanyaan, ternyata pertanyaan 

yang mereka tidak bisa jawab, ada penyembunyian anggaran kurang lebih 31 

milyar rupiah yang itu ada di pagu BAPPEDA saat itu”; 

- Bahwa sesuai SK jabatan saksi yang ditandatangani oleh Pj. Bupati  Konawe 

Kepulauan, saksi menjabat sebagai Kepala BAPPEDA Kabupaten Konawe 

Kepulauan yaitu sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019; 

- Bahwa pagu anggaran di BAPPEDA Kabupaten Konawe Kepulauan di tahun 

2017 yaitu Rp8.676.655.066,00 (delapan milyar enam ratus tujuh puluh enam 

juta enam ratus lima puluh lima ribu enam puluh enam rupah) dan itu 

termasuk anggaran penelitian-penelitian sedangkan di tahun 2018 sejumlah  

Rp8.136.567.063,00 (delapan milyar seratus tiga puluh enam juta lima ratus 

enam puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah) juga termasuk anggaran 
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penelitian-penelitian dan pagu anggaran tersebut diputuskan melalui rapat 

paripurna di DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan; 

- Bahwa baik di tahun 2017 maupun di tahun 2018, BAPPEDA Kabupaten  

Konawe Kepulauan tidak pernah mengelola pagu anggaran sebesar 

Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu milyar rupiah) seperti yang dikatakan 

oleh Terdakwa tersebut; 

- Bahwa ada 4 pasangan yang menjadi paslon Bupati Kabupaten Konawe 

Kepulauan pada pilbup Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2020; 

- Bahwa selain saksi, tidak ada paslon lain yang pernah menjabat sebagai 

Kepala Bappeda di Kabupaten Konawe Kepulauan tiga tahun yang lalu; 

- Bahwa orasi politik yang dilakukan oleh Terdakwa pada kampanye paslon 

nomor urut 1 di Desa Mosolo Kecamatan Wawoniii Tenggara Kabupaten 

Konawe Kepulauan merugikan saksi karena elektabilitas saksi sebagai calon  

Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan nomor urut 2 turun dari elektabiltas 

awal yaitu sekitar 40 – 50 % menjadi setengah dari persentase tersebut di 

Kecamatan Wawoniii Tenggara sehingga saksi hanya memperoleh sebanyak 

700 (tujuh ratus) suara dari perkiraan awal sekitar 1.500 (seribu lima ratus) 

suara; 

- Bahwa setelah mengetahui tentang adanya rekaman video orasi politik yang 

dilakukan oleh Terdakwa pada kampanye paslon nomor urut 1 di Desa 

Mosolo Kecamatan Wawoniii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan saksi  

segera mengirimkan somasi tertulis kepada Terdakwa melalui tim kampanye 

saksi ke kantor Terdakwa namun somasi tersebut tidak di tanggapi oleh 

Terdakwa;     

- Bahwa setelah Penuntut Umum memperlihatkan barang  bukti berupa 1 

(satu) buah Handphone dengan merk atau jenis OPPO berwarna hitam tipe 

CPH2015 dengan No. Imei 1: 868488046435077 No. Imei 2 : 

868488046435069 dan memperlihatkan rekaman video orasi politik yang 

dilakukan oleh Terdakwa pada saat kampanye paslon nomor urut 1 di Desa 

Mosolo Indah Kecamatan Wawoniii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan 

saksi dapat mengenali barang bukti tersebut sebagai handphone milik Saksi 

Marno yang diperlihatkan oleh Penyidik pada saat saksi dimintai keterangan 

dan video tersebut benar merupakan video orasi politik yang dilakukan oleh 

Terdakwa pada saat kampanye paslon nomor urut 1 di Desa Mosolo Indah 

Kecamatan Wawoniii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan pada hari 

Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 15.00 WITA yang telah 

memfitnah saksi; 
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Terhadap keterangan saksi, Terdakwa  memberikan pendapat bahwa 

keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa tidak menanggapi somasinya 

tidak benar karena Terdakwa mengklarifikasi secara langsung dan meminta 

maaf atas orasi politiknya tersebut pada saat melakukan kampanye berikutnya 

untuk paslon nomor urut 1 di Kecamatan Dimba Kabupaten Wawoniii Timur Laut 

Kabupaten Konawe Kepulauan; 

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai 

berikut:  

1. Ahli Asri Sarif, S.H., M.H.,  dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan 

sebagai berikut: 

- Bahwa ahli merupakan ahli di bidang hukum; 

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara 

tindak pidana pemilu/pemilihan yang terjadi di Kabupaten Konawe Selatan, 

Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Bombana, 

Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Buton, Kabupaten 

Muna, serta Kota Bau-Bau yang mana keterangan sebagai ahli tersebut ada 

yang diminta di tingkat Gakkumdu, ada yang pada tahap penyidikan, serta di 

depan persidangan atas permintaan Penuntut Umum dan khusus untuk 

pemilihan serentak tahun 2020 ini, ahli sudah pernah memberikan 

keterangan sebagai ahli dalam kasus dugaan tindak pidana pemilihan yang 

terjadi di Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Utara serta 

Kabupaten Muna; 

- Bahwa merujuk pada ketentuan UU Nomor 8/2015 Pasal 1 Angka 21 yang 

menjelaskan bahwa Kampanye Pemilihan adalah kegiatan untuk meyakinkan 

Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Gubernur dan 

Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon 

Walikota dan Wakil Walikota.  Berikut, yang harus dilihat untuk mendapatkan  

tentang bentuk konkrit pelaksanaan kampanye adalah ketentuan UU Nomor 

1/2015 Pasal 65 Ayat (1) yang memberikan penjelasan bahwa kampanye 

dapat dilakukan melalui: a) pertemuan terbatas, b) pertemuan tatap muka 

dan dialog, c) debat publik/debat terbuka antar pasangan calon, d) 

penyebaran bahan kampanye kepada umum, e) pamasangan alat peraga, f) 

iklan media massa cetak dan media massa elektronik, dan g) kegiatan lain 

yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  Lebih lanjut dalam UU Nomor 8/2015 Pasal 67 Ayat 

(1) disebutkan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Ayat (1) 

dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta 
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pemilihan sampai dimulainya masa tenang.  Ketiga rumusan pasal di atas 

secara sistematis mampu memberikan pemahaman secara komprehensif 

mengenai apa itu kampanye, seperti apa bentuk-bentuk konkrit pelaksanaan 

kampanye, dan kapan waktu/jadwal kampanye yang dibenarkan secara 

hukum bagi masing-masing pasangan calon untuk melakukan kampanye. 

- Bahwa untuk mendefinisikan Tindak Pidana Pemilihan, ahli akan coba 

merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebegaimana telah  

diubah beberapa kali yakni Perubahan Pertama: UU Nomor 8Tahun 2015, 

Perubahan Kedua: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, serta Perubahan 

Ketiga: Perppu Nomor 2 Tahun 2020.  Pasal 145 disebutkan bahwa Tindak 

Pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap 

ketentuan pemilihan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.  Hal ini 

bermakna bahwa batasan pengertian tentang tindak pidana pemilihan adalah 

sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal pada bab ketentuan pidana 

dalam UU Pemilihan, yang mana didalamnya terdapat jenis perbuatan yang 

dilarang atau diperintahkan untuk dilakukan, dan apabila dilanggar akan 

berkonsekuensi pada penjatuhan sanksi pidana.  Adapun pengaturan tentang 

ketentuan Tindak Pidana Pemilihan dalam UU Pemilihan diatur dari Pasal 

177 sampai dengan Pasal 198A.    

- Bahwa ketentuan Pasal 187 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 menyebutkan 

bahwa: Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan 

pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, 

huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan 

dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau 

paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang mana dari ketentuan 

tersebut, Unsur/Bestandel Pasal 187 Ayat (2) yakni: 

1. Unsur Setiap Orang; 

2. Unsur Dengan Sengaja/Kesengajaan; 

3. Unsur melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, 

huruf d, huruf e, atau huruf f.    

- Bahwa tindakan Menghasut, Memfitnah, dan Mengadu domba dalam 

kampanye dikenal juga dengan istilah kampanye hitam atau “black campaign” 
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yakni kampanye dengan cara menjelek-jelekkan lawan politik dengan isu-isu 

yang tidak berdasar, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Menghasut sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 huruf c UU nomor 

8 Tahun 2015 merupakan bentuk perbuatan yang bermaksud 

membangkitkan hati seseorang untuk marah atau melawan; 

2. Memfitnah sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 huruf c UU nomor 

8 Tahun 2015 merupakan bentuk perbuatan berupa menyebarkan 

perkataan bohong/tidak berdasarkan kebenaran dengan maksud 

menjelekkan seseorang/merugikan orang lain; 

3. Mengadu domba dimaksud pada Pasal 69 huruf c UU nomor 8 Tahun 

2015 merupakan bentuk perbuatan yang bermaksud membuat atau 

menjadikan orang berselisih/bertikai; 

- Apabila salah satu saja dari 3 (tiga) jenis perbuatan tersebut terpenuhi, maka 

pelakunya dapat dijatuhi sanksi pidana karena melanggar Pasal 187 Ayat (2) 

UU Nomor 1 Tahun 2015 yang mana perbuatan menghasut, memfitnah, dan 

mengadu domba dalam ketentuan pasal bersifat alternatif ; 

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa tidak memberikan pendapat; 

2. Ahli Jamaluddin M., S.S., M.Hum.,  dibawah sumpah pada pokoknya 

menerangkan sebagai berikut: 

- Bahwa ahli merupakan ahli di bidang Bahasa; 

- Bahwa memfitnah berdasarkan makna leksikal berarti menjelekkan nama 

orang (menodai nama baik, merugikan kehormatan, dan sebagainya) (KBBI: 

2017: 468). 

- Bahwa ahli pernah melihat dan mendengar video orasi politik yang dilakukan  

oleh Terdakwa pada kampanye paslon Bupati Konawe Kepualuan nomor urut 

1 di Desa Mosolo Indah Kecamatan Wawoniii Tenggara Kabupaten Konawe 

Kepulauan pada saat ahli dimintai keterangan/pendapat oleh Penyidik.  

- Bahwa perkataan Terdakwa sesuai dengan rekaman video yang diperlihatkan 

dan telah Ahli dengarkan pada saat dimintai keterangan/pendapat oleh 

Penyidik dengan kronologi singkat sebagai berikut “bahwa terjadi 

penyembunyian anggaran dengan jumlah sebesar 31 Milyar yang anggaran 

tersebut ada di pagu BAPPEDA dan itu dilaksanakan oleh BAPPEDA tiga 

tahun lalu bukan BAPPEDA saat ini yang saat ini juga sebagai calon  dan  i tu  

dilaksanakan oleh mereka dan itu wujudnya ada di kegiatan penelitian , yang 

hari ini tidak terwujud, sehingga akibat anggaran 31 Milyar tidak mampu 

dipertanggungjawabkan sehingga Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan 

tidak mendapatkan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) melalui 
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prestasi pengelolaan keuangan” menurut ahli, dalam ilmu bahasa, khususnya 

ilmu pragmatik, hakikat fitnah yaitu penutur tanpa memiliki bukti kuat dan 

meyakinkan, mempercayai suatu kebenaran.  Berdasarkan hal tersebut, ahli 

berpendapat bahwa apabila yang disampaikan oleh Terdakwa tidak dapat 

dibuktikan, berarti secara kebahasaan, Terdakwa telah melakukan perbuatan  

memfitnah. 

- Bahwa menurut ahli, dari segi kebahasaan, materi kampanye yang 

disampaikan oleh Terdakwa berisi tuduhan kepada salah satu pasangan 

Calon bupati Konawe Kepulauan yang pernah menjabat sebagai Kepala 

BAPPEDA Kabupaten Konawe Kepulauan.    

- Bahwa ahli tidak pernah menanyakan tentang adanya bukti atau tidak atas 

materi kampanye yang disampaikan oleh Terdakwa pada kampanye paslon 

nomor urut 1 di Desa Mosolo Kecamatan Wawoniii Tenggara Kabupaten 

Konawe Kepulauan karena ahli tidak mempunyai wewenang untuk itu .  

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa tidak memberikan pendapat; 

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan 

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan 

orasi Terdakwa saat kampanye paslon Bupati Konawe Kepulauan nomor 

urut 1 di Desa sinar Mosolo Kecamatan Wawoniii Tenggara Kabupaten 

Konawe Kepulauan;. 

- Bahwa rekaman video yang telah diperlihatkan kepada Terdakwa yang ada 

di dalam barang bukti 1 (satu) buah Handphone dengan merk atau jenis 

OPPO berwarna hitam tipe CPH2015 dengan No. Imei 1 : 

868488046435077 No. Imei 2 : 868488046435069 adalah rekaman video 

ketika Terdakwa menyampaikan orasi politik dalam kampanye paslon Bupati 

Konawe Kepulauan nomor urut 1 di Desa Sinar Mosolo Kecamatan 

Wawoniii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan; 

- Bahwa Terdakwa menyampaikan orasi politik dalam kampanye paslon 

Bupati Konawe Kepulauan nomor urut 1 di Desa Sinar Mosolo Kecamatan 

Wawoniii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan pada hari Selasa 

tanggal 10 November 2020; 

- Bahwa tidak ada penyembunyian anggaran sejumlah Rp31.000.000.000,00 

(tiga puluh satu milyar rupiah) di BAPPEDA Kabupaten Konawe Kepulauan, 

cuma maksud Terdakwa ada anggarannya Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh 

satu milyar rupiah), kegiatannya ada, pelaksanaannya ada, cuma belum ada 

manfaatnya karena postur APBD kita masih sangat terbatas dan di 
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Kabupaten lainnya belum sama porsi anggarannya dengan Kabupaten 

Konawe Kepulauan yang baru berdiri dan tiga tahun yang lalu itu maksud 

Terdakwa adalah di tahun 2017;  

- Bahwa sebagian anggaran tersebut berada di BAPPEDA Kabupaten 

Konawe Kepulauan dan sebagiannya lagi di SKPD yang lainnya sehingga 

terakumulasi kurang lebih Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu milyar 

rupiah); 

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai data terkait anggaran sejumlah 

Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu milyar rupiah) yang disembunyikan di 

pagu anggaran BAPPEDA Kabupaten Konawe Kepulauan akan tetapi data 

yang ada pada Terdakwa yaitu data kegiatan penelitian (ATB) atau aset 

tidak berwujud sesuai dengan hasil audit BPK untuk Dinas BAPPEDA 

Kabupaten Konawe Kepulauan serta SKPD lainnya yang kesemuanya itu 

jika ditotalkan berjumlah kurang lebih Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu  

milyar rupiah) dan itu terhitung dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019; 

- Bahwa anggaran BAPPEDA Kabupaten Konawe Kepulauan yang 

digunakan untuk penelitian yang menjadi temuan BPK dan dijadikan Aset 

Tidak Berwujud (ATB) yaitu kurang lebih berjumlah Rp21.000.000.000,00 

(dua puluh satu milyar rupiah) dan itu merupakan temuan dari tahun 2017 

sampai dengan tahun 2019 karena produknya berupa dokumen atau buku 

dari hasil penelitian tersebut dan ini merupakan penjelasan lanjutan 

Terdakwa pada orasi dalam kampanye paslon nomor urut 1 di Desa Sinar 

Mosolo Kecamatan Wawoniii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan; 

- Bahwa temuan BPK yang dijadikan Aset Tidak Berwujud (ATB) pada Dinas 

BAPPEDA dan SKPD lainnya se-Kabupaten Konawe Kepulauan tersebut 

tidak menimbulkan kerugian negara karena kegiatannya ada akan tetapi 

menurut Terdakwa dan menurut BPK sesuai hasil auditnya tidak 

bermanfaat; 

- Bahwa ada 4 (empat) pasangan calon yang mencalonkan diri pada 

pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan 

tahun 2020; 

- Bahwa Ir. ABDUL HALIM, M.Si., pernah menjabat sebagai Kepala 

BAPPEDA Kabupaten Konawe Kepulauan di tiga tahun yang lalu atau di 

tahun 2017 yang juga menjadi calon Bupati Konawe Kepulauan saat ini dari  

keempat pasangan calon tersebut; 

- Bahwa Terdakwa tidak menyebutkan nama Ir. ABDUL HALIM, M.Si., 

sebagai pejabat Kepala BAPPEDA di tiga tahun yang lalu atau tahun 2017 
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pada saat menyampaikan orasi politik pada kampanye paslon nomor urut 1 

di Desa Mosolo Indah Kecamatan Wawoniii Tenggara Kabupaten Konawe 

Kepulauan; 

- Bahwa Terdakwa pernah menerima surat dari Saksi Ir. Abdul Halim, M.Si., 

berisi somasi terkait orasi politik yang Terdakwa sampaikan pada kampanye 

paslon nomor urut 1 di Desa Mosolo Indah Kecamatan Wawoniii Tenggara 

Kabupaten Konawe Kepulauan dan somasi tersebut sudah Terdakwa jawab 

atau klarifikasi pada kampanye paslon nomor urut 1 berikutnya di Desa 

Dimba Kecamatan Wawoniii Timur Laut Kabupaten Konawe Kepulauan; 

- Bahwa terkait orasi Terdakwa pada saat kampanye di Desa Mosolo Indah 

Kecamatan Wawoniii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan, tidak ada 

niat Terdakwa untuk memfitnah, mencela, ataupun membuat orang lain 

tidak senang atau tidak nyaman terhadap pernyataan Terdakwa tersebut 

dan itu adalah dinamika berkampanye dan apabila ada yang merasa 

keberatan atau tersinggung dengan pernyataan tersebut maka Terdakwa 

secara pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya atas hal itu dan ini 

merupakan pembelajaran bagi diri Terdakwa secara pribadi dan inshaa 

Allah ke depan tidak terulang lagi; 

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang 

meringankan (a de charge); 

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai 

berikut: 

- DIPA BAPPEDA tahun anggaran 2017 dan 2018 sebagaimana yang 

terlampir dalam berkas perkara; 

- Petikan Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 01 tahun 2017 

tanggal 5 Januari 2017  tentang pengangkatan Ir ABDUL HALIM, M.Si 

sebagai KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN sebagaimana yang terlampir 

dalam berkas perkara; 

- Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana nomor : 

5/SK/HK/08/2020/PN Unh tanggal 14 Agustus 2020; 

- Surat keterangan tidak memiliki tanggungan hutang secara perorangan 

dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang 

merugikan negara No:7/SK/HK/08/2020/PN.Unh tanggal 14 Agustus 

2020; 

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai 

berikut: 
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- 1 (satu) buah Handphone dengan merk atau jenis OPPO berwarna hitam tipe 

CPH2015Dengan No. Imei 1 : 868488046435077 No. Imei 2 : 

868488046435069 yang berisi video Terdakwa orasi kampanye pada hari 

Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di Desa Sinar 

Mosolo Kecamatan Wawoniii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan; 

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan alat bukti sebagai berikut: 

- Lampiran 5.11.g daftar ATB (Anggaran tidak berwujud) BAPPEDA;  

- Video berdurasi 10 menit 10 detik dan rekaman audio berdurasi 11 menit 23 

detik di dalam flashdisk berwarna hitam merk ROBOT ukuran 4 gigabyte; 

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang 

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: 

- Bahwa Terdakwa melakukan orasi politik dalam kampanye paslon nomor urut 

1 pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di 

Desa Sinar Mosolo Kecamatan Wawoniii Tenggara Kabupaten Konawe 

Kepulauan; 

- Bahwa dalam kampanye tersebut Terdakwa mengatakan “membangun 

sebuah kesepakatan, membangun sebuah program, menentukan sebuah 

pagu, tentunya di pemerintah ada yang namanya Tim TAPD, Tim TAPD itu 

diwakili oleh BAPPEDA, tetapi bukan BAPPEDA hari ini, tetapi itu adalah 

BAPPEDA yang tiga tahun yang lalu, kenapa saya harus mulai dari situ, 

Wawoniii ini kita harus WTP sejak tahun kedua sampai tahun ketiga, tetapi 

ternyata begitu kita berkomunikasi antara pemerintah dengan DPR yang 

waktu itu diwakili oleh Ketua BAPPEDA, kemudian DPR memberikan sebuah 

pertanyaan terhadap semua program-program yang disampaikan kepada 

DPR dan alhasil alhamdulillah tidak mampu dijawab oleh BAPPEDA yang 

hari ini mohon maaf, jadi juga calon di hari ini, apa kita punya pertanyaan, 

ternyata pertanyaan yang mereka tidak bisa jawab, ada penyembunyian 

anggaran kurang lebih 31 milyar yang itu ada di pagu BAPPEDA saat itu”  

- Bahwa Ir. ABDUL HALIM, M.Si., menjabat sebagai Kepala BAPPEDA 

Kabupaten Konawe Kepulauan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 

yang saat ini merupakan calon Bupati Konawe Kepulauan nomor urut 2; 

- Bahwa kampanye tersebut direkam olah saksi Marno menggunakan 

handphone dengan merk atau jenis OPPO berwarna hitam tipe CPH2015 

dengan No. Imei 1: 868488046435077, No. Imei 2: 868488046435069; 

- Bahwa rekaman video yang telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para 

saksi yang ada di dalam barang bukti 1 (satu) buah Handphone dengan merk 

atau jenis OPPO berwarna hitam tipe CPH2015 dengan No. Imei 1 : 
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868488046435077 No. Imei 2 : 868488046435069 adalah rekaman video 

ketika Terdakwa menyampaikan orasi politik dalam kampanye paslon Bupati 

Konawe Kepulauan nomor urut 1 di Desa Sinar Mosolo Kecamatan Wawon ii i  

Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan; 

- Bahwa dari keempat pasangan calon bupati Konawe Kepulauan yang pernah 

menjabat sebagai kepala BAPPEDA hanya Ir. ABDUL HALIM, M.Si; 

- Bahwa pagu anggaran di BAPPEDA Kabupaten Konawe Kepulauan di tahun 

2017 yaitu Rp8.676.655.066,00 (delapan milyar enam ratus tujuh puluh enam 

juta enam ratus lima puluh lima ribu enam puluh enam rupah) dan itu 

termasuk anggaran penelitian-penelitian sedangkan di tahun 2018 sejumlah  

Rp8.136.567.063,00 (delapan milyar seratus tiga puluh enam juta lima ratus 

enam puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah) juga termasuk anggaran 

penelitian-penelitian dan pagu anggaran tersebut diputuskan melalui rapat 

paripurna di DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan; 

- Bahwa baik di tahun 2017 maupun di tahun 2018, BAPPEDA Kabupaten  

Konawe Kepulauan tidak pernah mengelola pagu anggaran sebesar 

Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu milyar rupiah); 

- Bahwa orasi politik yang dilakukan oleh Terdakwa pada kampanye paslon 

nomor urut 1 di Desa Mosolo Kecamatan Wawoniii Tenggara Kabupaten 

Konawe Kepulauan merugikan saksi Ir. ABDUL HALIM, M.Si karena 

elektabilitas saksi Ir. ABDUL HALIM, M.Si sebagai calon Bupati Kabupaten 

Konawe Kepulauan nomor urut 2 turun dari elektabiltas awal yaitu sekitar 40 

– 50 % menjadi setengah dari persentase tersebut di Kecamatan Wawoniii 

Tenggara sehingga saksi Ir. ABDUL HALIM, M.Si hanya memperoleh 

sebanyak 700 (tujuh ratus) suara dari perkiraan awal sekitar 1.500 (seribu 

lima ratus) suara; 

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai data terkait anggaran sejumlah 

Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu milyar rupiah) yang disembunyikan di 

pagu anggaran BAPPEDA Kabupaten Konawe Kepulauan akan tetapi data 

yang ada pada Terdakwa yaitu data kegiatan penelitian (ATB) atau aset tidak 

berwujud sesuai dengan hasil audit BPK untuk Dinas BAPPEDA Kabupaten 

Konawe Kepulauan serta SKPD lainnya yang kesemuanya itu jika ditotalkan  

berjumlah kurang lebih Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu milyar rupiah) 

dan itu terhitung dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019; 

- Bahwa Terdakwa pernah menerima surat dari Saksi Ir. Abdul Halim, M.Si., 

berisi somasi terkait orasi politik yang Terdakwa sampaikan pada kampanye 

paslon nomor urut 1 di Desa Mosolo Indah Kecamatan Wawoniii Tenggara 
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Kabupaten Konawe Kepulauan dan somasi tersebut sudah Terdakwa jawab 

atau klarifikasi pada kampanye paslon nomor urut 1 berikutnya di Desa 

Dimba Kecamatan Wawoniii Timur Laut Kabupaten Konawe Kepulauan 

dengan mengatakan bahwa terkait orasi Terdakwa pada saat kampanye di 

Desa Mosolo Indah Kecamatan Wawoniii Tenggara Kabupaten Konawe 

Kepulauan, tidak ada niat Terdakwa untuk memfitnah, mencela, ataupun 

membuat orang lain tidak senang atau tidak nyaman terhadap pernyataan 

Terdakwa tersebut dan itu adalah dinamika berkampanye dan apabila ada 

yang merasa keberatan atau tersinggung dengan pernyataan tersebut maka 

Terdakwa secara pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya atas hal itu 

dan ini merupakan pembelajaran bagi diri Terdakwa secara pribadi dan 

inshaa Allah ke depan tidak terulang lagi; 

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, 

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan 

kepadanya; 

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum 

dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ayat (2) Jo 

Pasal 69 Huruf C UU No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah 

sebagai berikut : 

1. Unsur “Setiap orang”;  

2. Unsur “Dengan sengaja”; 

3. Unsur “Melanggar larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 69 huruf c”; 

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim 

mempertimbangkan sebagai berikut:  

 

Ad.1 Unsur “Setiap orang”; 

Menimbang, bahwa kata setiap orang identik dengan terminology kata 

“barang siapa” atau  hij dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus 

dijadikan Terdakwa/dader  atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung 

hak dan kewajiban)  yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala 

tindakannya; 
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Menimbang, bahwa pada hakikatnya unsur setiap orang adalah subjek 

hukum pidana (Strafperson) yang mana atas tindakannya atau akibat dari 

tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dijatuhi pidana; 

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 

Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya 

ia mengaku bernama Imanuddin, S. Pd Bin H. Suparman dengan identitas 

lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut 

Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang 

diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Terdakwa 

Imanuddin, S. Pd Bin H. Suparman, dengan demikian Majelis Hakim 

berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai 

Terdakwa dalam perkara ini; 

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Setiap Orang” telah  

terpenuhi menurut hukum; 

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur 

kedua (unsur “dengan sengaja”) maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu 

unsur yang ketiga yaitu unsur Melanggar larangan pelaksanaan kampanye 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c, karena unsur yang kedua 

baru dapat dipertimbangkan dan baru ada relevansinya apabila unsur yang 

ketiga telah terpenuhi, untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut: 

 

Ad.3 Unsur “Melanggar larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 69 huruf c”; 

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 69 huruf c Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang dapat diketahui bahwa terdapat larangan 

untuk melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba 

Partai Politik, perseorangan, dan / atau kelompok masyarakat, sehingga di 

dalam unsur yang ketiga ini terdiri dari beberapa elemen unsur yaitu elemen 

unsur perbuatan yang dilarang yang terdiri dari “menghasut”, “memfitnah”, 

“mengadu domba”, dan elemen unsur objek yang dituju dari perbuatan yang 

dilarang yaitu “Partai Politik”, “perseorangan”, dan “kelompok masyarakat”. 

Elemen-elemen unsur dalam unsur ketiga tersebut bersifat alternatif artinya 

apabila salah satu elemen unsur dari perbuatan yang dilarang, dan salah satu 

elemen unsur objek yang dituju telah terpenuhi maka terpenuhilah apa yang 

dimaksud atau dikehendaki dalam unsur ketiga ini, namun sebaliknya apabila 
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salah satu diantaranya tidak terpenuhi maka menyebabkan unsur ketiga ini 

menjadi tidak terpenuhi. Karena elemen-elemen unsur tersebut bersifat alternatif 

maka dalam mempertimbangkannya Majelis Hakim dapat memilih langsung 

elemen unsur mana yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang 

terungkap di persidangan, namun sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan 

apakah perbuatan Terdakwa dapat dikatakan memenuhi elemen unsur 

perbuatan yang dilarang dan elemen unsur objek yang dituju, terlebih dahulu 

akan dipertimbangkan apakah Terdakwa melakukan perbuatan yang 

didakwakan kepadanya tersebut dalam sebuah kempanye sehingga Terdakwa 

dapat dikatakan sebagai orang yang melaksanakan kampanye dalam 

pertimbangan di bawah ini; 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kampanye berdasarkan 

Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang adalah 

kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan Program 

Calon Gubernur, Calon Bupati, Dan Calon Walikota, lebih lanjut berdasarkan 

Pasal 65 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-

Undang menentukan bahwa salah satu metode kampanye adalah pertemuan 

tatap muka dan dialog; 

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum 

dalam surat dakwaannya adalah kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa ketika 

Terdakwa melakukan orasi politik dalam kampanye paslon nomor urut 1 pada 

hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di Desa Sinar 

Mosolo Kecamatan Wawoniii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui 

bahwa acara pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 15.00 

WITA dimana Terdakwa melakukan orasi dan mengucapkan kalimat yang 

menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sebuah acara yang 

termasuk dalam pengertian dan metode kampanye sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 1 angka 21 dan Pasal 65 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat 
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apa yang Terdakwa lakukan dalam acara tersebut adalah tergolong dalam 

melaksanakan kampanye; 

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah dinyatakan 

tergolong sebagai melaksanakan kampanye, maka selanjutnya akan dibuktikan 

dan dipertimbangkan apakah kampanye yang dilaksanakan oleh Terdakwa 

tersebut telah memenuhi elemen unsur perbuatan yang dilarang dan elemen 

unsur objek yang dituju sebagai mana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 

Menimbang, bahwa tidak terdapat penjelasan, dan pengertian, atau 

definisi dari elemen perbuatan yang dilarang dalam Pasal 69 huruf c baik dalam 

ketentuan umum maupun penjelasan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota 

Menjadi Undang-Undang itu sendiri, oleh karenanya pengertian atau definisi dari 

elemen perbuatan yang dilarang dalam Pasal 69 huruf c berupa “menghasut”, 

“memfitnah”, dan “mengadu domba” dapat diperoleh atau diambil dari 

pengertian dan definisi yang ada dalam ketentuan tindak pidana di dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana, atau pengertian dan definisi yang ada dalam 

ketentuan Undang-undang lain yang secara tegas menyebutkannya, ataupun 

dapat juga dilihat dan diambil dari pengertian secara harafiah menurut bahasa 

dari Kamus Besar Bahasa Indonesia; 

Menimbang, bahwa jika dilihat dengan merujuk dari bunyi Pasal 160 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana dihubungkan dengan pendapat R. Soesilo 

dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-

komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 136, maka “menghasut” dapat 

diartikan sebagai perbuatan mendorong, mengajak, membangkitkan, atau 

membakar semangat orang dengan lisan atau tulisan supaya melakukan 

perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada  kekuasaan umum atau 

pemerintahan yang sah, dan tidak menurut pada ketentuan peraturan undang-

undang. Pengertian “menghasut” sebagaimana diuraikan di atas juga memiliki 

pengertian yang kurang lebih sama sebagaimana disebutkan dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia;        

Menimbang, bahwa jika dilihat dengan merujuk dari bunyi Pasal 310 dan  

311 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka “memfitnah” dapat diartikan 

sebagai perbuatan menuduh seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang 
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menyerang kehormatannya dalam suatu pergaulan masyarakat beradab, 

dengan tujuan agar tuduhan itu diketahui oleh umum, baik secara lisan maupun 

dengan tulisan, dan orang yang melakukan tuduhan tersebut tidak dapat 

membuktikan kebenaran tuduhannya atau melakukan tuduhannya tersebut 

bertentangan dengan pengetahuan yang diketahuinya. Pengertian “memfitnah” 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah melakukan perkataan  bohong 

atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud 

menjelekkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang); 

Menimbang, bahwa “mengadu domba” berdasarkan Kamus Besar 

bahasa Indonesia adalah menjadikan berselisih (bertikai) diantara pihak yang 

sepaham, mempertarungkan, atau memperlagakan (kita sama kita);  

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di 

persidangan, dalam kampanye paslon nomor urut 1 pada hari Selasa tanggal 10 

November 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di Desa Sinar Mosolo Kecamatan 

Wawoniii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan, Terdakwa telah melakukan  

orasi dan pada saat melakukan orasinya tersebut Terdakwa mengucapkan 

kalimat “membangun sebuah kesepakatan, membangun sebuah program, 

menentukan sebuah pagu, tentunya di pemerintah ada yang namanya Tim 

TAPD, Tim TAPD itu diwakili oleh BAPPEDA, tetapi bukan BAPPEDA hari ini, 

tetapi itu adalah BAPPEDA yang tiga tahun yang lalu, kenapa saya harus mu lai 

dari situ, Wawoniii ini kita harus WTP sejak tahun kedua sampai tahun ketiga, 

tetapi ternyata begitu kita berkomunikasi antara pemerintah dengan DPR yang 

waktu itu diwakili oleh Ketua BAPPEDA, kemudian DPR memberikan sebuah 

pertanyaan terhadap semua program-program yang disampaikan kepada DPR 

dan alhasil alhamdulillah tidak mampu dijawab oleh BAPPEDA yang hari ini 

mohon maaf, jadi juga calon di hari ini, apa kita punya pertanyaan, ternyata 

pertanyaan yang mereka tidak bisa jawab, ada penyembunyian anggaran 

kurang lebih 31 milyar yang itu ada di pagu BAPPEDA saat itu”; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di 

persidangan, orasi tersebut direkam oleh saksi Marno menggunakan 

handphone dengan merk atau jenis OPPO berwarna hitam tipe CPH2015 

dengan No. Imei 1: 868488046435077, No. Imei 2: 868488046435069 dan 

video yang terdapat dalam handphone tersebut berdasarkan keterangan para 

saksi dan Terdakwa merupakan Terdakwa yang sedang melakukan orasi pada 

tanggal 10 November 2020 tersebut; 

Menimbang, bahwa kalimat yang diucapkan Terdakwa ketika berorasi 

yaitu “membangun sebuah kesepakatan, membangun sebuah program, 
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menentukan sebuah pagu, tentunya di pemerintah ada yang namanya Tim 

TAPD, Tim TAPD itu diwakili oleh BAPPEDA, tetapi bukan BAPPEDA hari ini, 

tetapi itu adalah BAPPEDA yang tiga tahun yang lalu, kenapa saya harus mu lai 

dari situ, Wawoniii ini kita harus WTP sejak tahun kedua sampai tahun ketiga, 

tetapi ternyata begitu kita berkomunikasi antara pemerintah dengan DPR yang 

waktu itu diwakili oleh Ketua BAPPEDA, kemudian DPR memberikan sebuah 

pertanyaan terhadap semua program-program yang disampaikan kepada DPR 

dan alhasil alhamdulillah tidak mampu dijawab oleh BAPPEDA yang hari ini 

mohon maaf, jadi juga calon di hari ini, apa kita punya pertanyaan, ternyata 

pertanyaan yang mereka tidak bisa jawab, ada penyembunyian anggaran 

kurang lebih 31 milyar yang itu ada di pagu BAPPEDA saat itu”, yang 

selanjutnya dijadikan dasar dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum 

sebagai suatu perbuatan yang diduga dan didakwa sebagai suatu tindak pidana 

karena dalam kalimat tersebut mengandung salah satu unsur “menghasut”, 

“memfitnah”, atau “mengadu domba” sebagaimana disebut dan diatur dalam 

Pasal 69 huruf c, oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam 

pertimbangan unsur ini adalah khusus mengenai kalimat yang diu capkan oleh 

Terdakwa tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap 

dipersidangan yang merupakan keadaan yang meliputi ketika Terdakwa 

mengucapkannya, dengan memperhatikan dan mencermati teks dan konteks 

dari kalimat tersebut dilihat dari sudut pandang bahasa Indonesia; 

Menimbang, bahwa kalimat yang diucapkan Terdakwa dalam orasi 

pasangan calon Nomor urut 1 pada tanggal 10 November 2020 menunjukkan 

bahwa BAPPEDA 3 tahun yang lalu ada penyembunyian anggaran kurang lebih 

31 milyar yang ada di pagu BAPPEDA saat itu; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tuduhan tersebut Terdakwa 

mengajukan alat bukti berupa lampiran 5.11.g yang merupakan daftar ATB 

(Anggaran tidak berwujud) BAPPEDA;  

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengajukan alat bukti berupa video 

berdurasi 10 menit 10 detik dan rekaman audio berdurasi 11 menit 23 detik di 

dalam flashdisk berwarna hitam merk ROBOT kapasitas 4 gigabyte; 

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alat bukti yang 

diajukan Terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat 

membuktikan tuduhan Terdakwa terhadap kepala BAPPEDA dalam orasinya 

maupun hal-hal yang dapat menghilangkan unsur kesalahan dari Terdakwa; 

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut tidak ada alat bukti lain yang 

diajukan Terdakwa maupun keterangan saksi yang dapat membuktikan tuduhan 
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dalam orasi Terdakwa yaitu BAPPEDA 3 tahun yang lalu ada penyembunyian 

anggaran kurang lebih 31 milyar; 

Menimbang, bahwa dalam orasinya Terdakwa juga menyatakan bahwa 

BAPPEDA 3 tahun yang lalu yang ada penyembunyian anggara sebesar 31 

milyar tersebut menjadi juga calon bupati Konawe Kepulauan saat ini; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari 

keempat pasangan calon bupati Konawe Kepulauan yang pernah menjabat 

sebagai kepala BAPPEDA Kabupaten Konawe Kepulauan hanya calon nomor 

urut 2 yaitu Ir. ABDUL HALIM, M.Si yang menjabat sebagai Kepala BAPPEDA 

Kabupaten Konawe Kepulauan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pagu anggaran di 

BAPPEDA Kabupaten Konawe Kepulauan di tahun 2017 yaitu 

Rp8.676.655.066,00 (delapan milyar enam ratus tujuh puluh enam juta enam 

ratus lima puluh lima ribu enam puluh enam rupah) dan itu termasuk anggaran 

penelitian-penelitian sedangkan di tahun 2018 sejumlah Rp8.136.567.063,00 

(delapan milyar seratus tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu 

enam puluh tiga rupiah) juga termasuk anggaran penelitian-penelitian dan pagu 

anggaran tersebut diputuskan melalui rapat paripurna di DPRD Kabupaten 

Konawe Kepulauan; 

Menimbang, bahwa baik di tahun 2017 maupun di tahun 2018, BAPPEDA 

Kabupaten  Konawe Kepulauan tidak pernah mengelola pagu anggaran sebesar 

Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu milyar rupiah); 

Menimbang, bahwa orasi politik yang dilakukan oleh Terdakwa pada 

kampanye paslon nomor urut 1 di Desa Mosolo Kecamatan Wawoniii Tenggara 

Kabupaten Konawe Kepulauan merugikan saksi Ir. ABDUL HALIM, M.Si karena 

elektabilitas saksi Ir. ABDUL HALIM, M.Si sebagai calon Bupati Kabupaten 

Konawe Kepulauan nomor urut 2 turun dari elektabiltas awal yaitu sekitar 40 – 

50 % menjadi setengah dari persentase tersebut di Kecamatan Wawoniii 

Tenggara sehingga saksi Ir. ABDUL HALIM, M.Si hanya memperoleh sebanyak 

700 (tujuh ratus) suara dari perkiraan awal sekitar 1.500 (seribu lima ratus) 

suara; 

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis 

Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan kebenaran 

tuduhannya tersebut sehingga perbuatan Terdakwa termasuk dalam definisi 

“memfitnah”; 

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan 

dan membuktikan unsur berikutnya yaitu unsur objek yang dituju dari perbuatan  
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yang dilarang yaitu “Partai Politik”, “perseorangan”, atau “kelompok masyarakat” 

dalam pertimbangan selanjutnya di bawah ini; 

Menimbang, bahwa dari kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa yang 

menjadi dasar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu berupa kalimat 

“membangun sebuah kesepakatan, membangun sebuah program, menen tukan 

sebuah pagu, tentunya di pemerintah ada yang namanya Tim TAPD, Tim TAPD 

itu diwakili oleh BAPPEDA, tetapi bukan BAPPEDA hari ini, tetapi itu adalah 

BAPPEDA yang tiga tahun yang lalu, kenapa saya harus mulai dari situ, 

Wawoniii ini kita harus WTP sejak tahun kedua sampai tahun ketiga, tetapi 

ternyata begitu kita berkomunikasi antara pemerintah dengan DPR yang waktu 

itu diwakili oleh Ketua BAPPEDA, kemudian DPR memberikan sebuah 

pertanyaan terhadap semua program-program yang disampaikan kepada DPR 

dan alhasil alhamdulillah tidak mampu dijawab oleh BAPPEDA yang hari ini 

mohon maaf, jadi juga calon di hari ini, apa kita punya pertanyaan, ternyata 

pertanyaan yang mereka tidak bisa jawab, ada penyembunyian anggaran 

kurang lebih 31 milyar yang itu ada di pagu BAPPEDA saat itu”, dapat diketahu i  

yang dituju atau dimaksud oleh Terdakwa adalah BAPPEDA 3 tahun yang lalu 

yang saat ini juga menjadi calon bupati; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan 

diketahui bahwa dari keempat pasangan calon bupati Konawe Kepulauan yang 

pernah menjabat sebagai kepala BAPPEDA adalah Ir. ABDUL HALIM, M.Si., 

yang menjabat sebagai Kepala BAPPEDA Kabupaten Konawe Kepulauan sejak 

tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 yang saat itu merupakan calon Bupati 

Konawe Kepulauan nomor urut 2, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa 

yang dituju oleh perbuatan Terdakwa adalah Ir. ABDUL HALIM, M.Si yang 

merupakan perseorangan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis 

Hakim berpendapat bahwa Unsur “Melanggar larangan pelaksanaan 

kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c” telah terpenuhi 

menurut hukum; 

 

Ad. 2  Unsur “Dengan sengaja”  

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini menghendaki agar 

perbuatan melanggar larangan pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh 

Terdakwa, harus dilakukan dengan cara disengaja atau dengan kata lain  harus 

ada “kesengajaan” dalam diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan dimaksud; 
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Menimbang, dengan sengaja (opzettelijk) dalam Memorie van Toelichting 

(Mvt), adalah adanya kehendak yang disadari dan ditujukan untuk melakukan 

suatu kejahatan tertentu. Di dalam kesengajaan (opzettelijk) itu terkandung 

pengertian menghendaki dan mengetahui (willens en wetens) yaitu seseorang 

yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki 

apa yang ia perbuat (willens) dan mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat 

(wettens). (Prof. Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Hlm. 278); 

Menimbang, bahwa “kesengajaan” sendiri didalam praktek peradilan dan 

menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa macam, yaitu : 

1) Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) adalah akibat dari 

perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku; 

2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet bij zekerheids of 

noodzakelijkheids bewestzijn) adalah si pelaku mengetahui pasti atau yakin 

benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain; 

3) Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis) atau 

kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan adalah seseorang melakukan 

perbuatan dengan tujuan menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi si 

pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang 

atau diancam oleh undang-undang; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan 

bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 di Desa Sinar Mosolo Kec. 

Wawoniii Tenggara Kab Konawe Kepulauan dilaksanakan kampanye Calon 

Bupati Konawe Kepulauan nomor urut 1 dan dalam kampanye tersebut Terdakwa 

melakukan orasi selaku juru kampanye dan dalam orasinya Terdakwa 

mengatakan “membangun sebuah kesepakatan, membangun sebuah program, 

menentukan sebuah pagu, tentunya di pemerintah ada yang namanya tim TAPD, 

TIM TAPD itu diwakili oleh BAPPEDA, tetapi bukan BAPPEDA hari ini, tetapi itu 

adalah BAPPEDA yang tiga tahun yang lalu, kenapa saya harus mulai dari situ, 

WAWONII ini kita harus WTP sejak tahun kedua sampai tahun ketiga, tetapi 

ternyata begitu kita berkomunikasi antara pemerintah dengan DPR yang  yang 

waktu itu diwakili oelh ketua BAPPEDA, kemudian DPR memberikan sebuah 

pertanyaan terhadap semua program-program yang disampaikan kepada DPR 

dan alhasil Alhamdulillah tidak mampu dijawab oleh BAPPEDA yang hari ini 

mohon maaf, jadi juga calon hari ini, apakah kita punya pertanyaan, ternyata 

pertanyaan mereka tidak bsa dijawab, ada penyembunyian anggaran kurang 

lebih 31 Milyar yang itu ada di pagu BAPPEDA saat itu ”; 
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Menimbang, bahwa pada saat melakukan orasi Terdakwa dalam keadaan 

sadar dan orasi yang disampaikan Terdakwa atas kehendak Terdakwa sendiri 

dengan tujuan untuk kampanye pasangan calon nomor urut 1; 

Menimbang, bahwa oleh karena itu jelas perbuatan “Kesengajaan” yang 

dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana uraian fakta diatas adalah perbuatan 

kesengajaan sebagai tujuan atau kehendak; 

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur 

“Dengan Sengaja” telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 Ayat (2) Jo 

Pasal 69 Huruf C UU No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa 

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;  

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, 

Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari 

pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf 

oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan 

Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya; 

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, 

maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; 

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 187 Ayat (2) Jo Pasal 

69 Huruf C UU No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang mengatur 2 (dua) jenis 

pemidanaan yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim 

dengan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa berpendapat 

bahwa Terdakwa cukup dijatuhi dengan 1 (satu) bentuk sanksi pemidanaan 

berupa pidana penjara; 

Menimbang, bahwa Pasal 14a KUHP menyatakan bahwa apabila hakim 

menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak 

termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat 

memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian  

hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan  karena terpidana 

melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan 
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dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa 

percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam 

perintah itu; 

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyampaikan orasi dalam 

rangka kampanye pasangan calon bupati nomor urut 1 semata-mata 

menjalankan tugas Terdakwa sebagai juru kampanye untuk memberikan 

pencerahan kepada peserta kampanye, dan tensi politik yang cukup tinggi bisa 

membuat siapa saja akan menyampaikan hal-hal diluar kendali pemikirannya 

dan bisa saja Terdakwa terlalu bersemangat dalam berorasi; 

Menimbang, bahwa Terdakwa belum pernah menjalani hukuman 

sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang 

memberikan efek jera tanpa membuat derita bagi dirinya dan keluarganya, 

mengingat pergaulan di penjara bisa membawa pengaruh buruk bagi seorang 

terpidana dan apa yang telah Terdakwa perbuat tersebut terjadi dalam masa 

pemilihan atau pilkada, sehingga dengan selesainya kontestasi politik maka 

telah selesai juga proses pilkada, tidak terpilihnya salah satu calon tidak 

menyebabkan seseorang tersebut jatuh dalam kehidupannya sehari-hari; 

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa 

hukuman yang pantas untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah pidana 

bersyarat yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;  

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 

untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:  

 Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone 

dengan merk atau jenis OPPO berwarna hitam tipe CPH2015 dengan No. Imei 

1 : 868488046435077 No. Imei 2: 868488046435069 yang berisi video 

Terdakwa orasi kampanye pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar 

pukul 15.00 WITA di Desa Sinar Mosolo Kecamatan Wawoniii Tenggara 

Kabupaten Konawe Kepulauan yang telah disita dari saksi Marno dan 

merupakan milik saksi Marno, maka dikembalikan kepada saksi Marno; 

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, 

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan 

yang meringankan Terdakwa; 

Keadaan  yang  memberatkan: 

- Perbuatan Terdakwa membuat kerugian bagi orang lain ; 

Keadaan yang meringankan: 

- Terdakwa sudah berusaha mengklarifikasi apa yang disampaikan; 

- Terdakwa belum pernah dihukum; 
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     Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana  maka 

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  

Memperhatikan, Pasal 187 Ayat (2) Jo Pasal 69 Huruf C UU No.10 

tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 

2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi 

Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; 

 

MENGADILI: 

1. Menyatakan Terdakwa Imanuddin, S. Pd Bin H. Suparman tersebut diatas, 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

“Dengan Sengaja melakukan kampanye berupa memfitnah  

perseorangan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum; 

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana 

penjara selama 5 (lima) bulan;  

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian  hari 

ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa 

melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) 

tahun berakhir: 

4. Menetapkan barang bukti berupa: 

- 1 (satu) buah Handphone dengan merk atau jenis OPPO berwarna h itam 

tipe CPH2015 dengan No. Imei 1 : 868488046435077 No. Imei 2 : 

868488046435069 yang berisi video Terdakwa orasi kampanye pada hari 

Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di Desa 

Sinar Mosolo Kecamatan Wawoniii Tenggara Kabupaten Konawe 

Kepulauan; 

Dikembalikan kepada saksi Marno; 

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); 

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021, oleh kami, 

Febrian Ali, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Radeza Oktaziela. S.H. dan Zulnia 

Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam 

sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 oleh Hakim 

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fransiska 
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Soko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri 

oleh Irwan Baharuddin, S.H., Penuntut Umum  dan Terdakwa;  

      Hakim Anggota,     Hakim Ketua, 

 

 

 Radeza Oktaziela. S.H.   Febrian Ali, S.H.,M.H. 

 

 

     Zulnia Pratiwi, S.H. 

 

Panitera Pengganti, 

 

 

Fransiska Soko, S.H.  
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